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Setahutr, Penghematan
Tender Capai Rp 24Miliar

Singaraja (Bali Post) -
Tender dengan sistemonline yang diterapkan di Bagian Layanan

Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa Pemkab Buleleng, memberikan
hasil positif. Tidak hanya mengedepankan prinsip transparan dan
akuntabel, pelaksanaan tender terbuka tersebut mampu menghe-
nrat anggaran dengan angka fantastis. Dart f20 paket pekerjaan
yang berhasil ditenderkan di tahun 2017 lalu, BLP mencatat
effsiensi anggaran dari tender itu mencapai Rp 2rt miliar lebih.

Kepala BLP Barang dan Jasa Ir. tahun yang lalu BLP menetapkan
Made Budi Setiawan, Rabu (3/1) 120 paket pekerjaan mulai dari
kemariD, mengatakan dari dokumen pengerjaan konstruksi danjasa telah
lelangyang diajulan oleh Organsiasi memenuhi syarat dan diumumkan
Perangkat Daerah (OPD) pada APBD lewat aplikasi LPSE- Dari tahapan
tahun 2017, tercatat 130 paket peker- itu, kemudian tender berjalan sesuai
jaan. Sebelum diumumkan melalui mekanisme dan paket pekerjaan itu
aplikasi LPSE, ratusan paket tender pun mendapatkan rekanan sebagai
tersebut dikaji oleh masing-masing pem€nang tender. Dari catatannya,
kelonpok kerja (pokja). total nilai pagu paket pekerjaan

Dari pengkajian itu, selama se- itu mencapai Rp 165.605.005.640-

Dari jumlah itu nilai penawaran
senilai Ro 1,11.027.310.500. Den-
gan demilian, total penghematan
tender yang terkumpul mencapai
Rp 24.397.695.140. "Proses tender
sepenuhnya mengacu mekanieme
dan memang tender onJine ini semua
tahapannya dilakukan dengan
tran8paran. Dari pagu anggaran
dalam ratusan paket pekerjaan
itu aila sisa lelang nilainya cukup
tinosi " lrqtanve

Menurut Budi, penghe mata n
tender dalam setahun tersebut
didominasi oleh paket pekerjiran
perbaikan jalan yang dianggarkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum Pe-
nataan Ruang (PU-PR). Efisiensi
tender untuk paket perbaikan jalan
ini tergolong tinggi, karena setahun

lalu, pemeriatah masih melaniutkan
pe-rbaikan jalan yang masih belum
drkerjakan tuntas. Ditambah dengan
!,anV.afnVa- jalan yang naik staius
darrJatan ttngkungan menjadi jalan
kabupaten. sehrngga perbaikannya
dialokasikan dala; ApBD. Terk;it
penghenatan tender tersebut sudah
dikembalikan hepada OPD bersang-
kutan. Terkait penanfaatannya,
didr menyebut hil itu meniadi te-
wenangan pimpinan di maslng-ma-
sing OPD terkait. "Untuk aoa haeil
penghematan itu. ya kami serahkan
kepada pimpinan OPD-nya dan ke-
bijakan pimpinan di daerah. yane
pasti kalau dialokasikan kembafi
di tahun ini paket pekerjaan tentu
tramr hanya memproses pengadaan-
nya saja," tegasnya. (kmb88)
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Anggaran Pengamanan Pilkada Rp 20 Miliar
Polisi Petakan Titik Rawan

Denpasar (Bali Post) -
Persiapan pengamanan Pilkada 2018 telah dilakukan

Polda Bali beserta jajarannya. Dana pengamanannya di-
anggarkan Rp 20 miliar. Anggaran tersebut berdasarkan
hasil rapat pembahasan ffnalisasiAPBD Induk 2018 antara
DPRD Bali dan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Provinsi Bali, belum lama ini.

Kamis (4/1) kemarin. Polda kerawanan. kemunskinan ter-
Bali dan Polr"s se-Ba)i m"ngge- jadr saat masa kampanye. masa
lar latihan Praops Mantap Praja tenang dan hari H pencoblosan.
Agung 2018 dan memetakan ti- Kita menyiapkan tim penyidik
tik rawan. "Kita bersyukur dana sebagai antisipasi terjadinya
pengamanan pilkada tahun ini pelanggaran dalam tahapan
ada kenaikan. Hal tersebut pilkada," kata Kapolresta Den-
tidak lepas dari perjuangan pasar Kombes Pol. Hadi Purn-
Bapak Kapolda Bali. Terkait omo dalam sanbutannya saat

membuka latihan Praops Man-
tap Praja Agung 2018 di salah
satu hotel di Denpasar.

Menurut Hadi Purnomo,
pada Pilkada ?OLB ada 20 ta-
hap. Di antaranya, penda.ftaran
paslon tanggal 8 Jauuari. Pi-
haknya berupaya memberi-kan
imbauan kepada para kandidat
saat pendaftarhn didampingi
perwakilan saja.

Terkait latihan tersebut,
mantan Kapolres Gianyar ini
berharap seluruh peaerta mem-
perhati.kan materi yang disam-
paikan narasumber. Dengan
demikian, benar-benar me-
mahami dan menguasai cara

bertindak saat oPerasi ini di'
laksanakan.

'.ff 
i:f i:il":Sli$ill t8h

Menewi, Badulg. Polres Badung
beserta jajaran dibantu rn6tansl
terkait siap mengamankatr Pe-
milihag Gubernur dan watrl
Gubernur 2018 secara Prore-
sional dan Prosedural - -

Menurut KaPolres tJadung
AKBP Yudith Satriya Hananta'
tuiuan dilakeanakannya Pela-
tihan tereebut di antara nYa
untuk meningkatkan dan me-

nyinergitaskan kemamPuan
teknis dan taktrE oPerasr, mer-

atih prosedur, koordinasr dan

kerja sama Di samPing itu,
dapat Eencapar target Yang rn-
gin dicaPai dan berguqa untuk
mendukung Pelaksanaan oPer-
asi. "Pelatihan inr berlan-gsung
selama dua hati Yaltu.Kamrs
dan Sabtu. Dengan Pelatrnan
ini, dalam P elaksanaannYa
nanti seluruh Persone-l maIDPu
menguasai apa Yang halli q,1-

oerbuat Pada tabapan PrlKaoa
nanti," tegasnYa. (kmb36)
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DPRP Sadung
Liar Tanjung Berroa

an dari pihak DPRD Badung.
Yonda pun masih menerima
haknya seperti gajr, tunjangan,
dan lainnya.

Ketua BK DPRD Badung I
Nyoman Sentana mengatakan,
akan melakukan konsultasi ke
Kemendagri terkait masalah
ini khususnya menyangkut
hak-hak yang diterima Yonda.

"Karni akan konsultasi dulu
kesan"a (kemendagri). Khu-
sunya terkait haknya yang
mana boleh diberikan yang
mana tidak," ujar Sentana, ke-
marin.

Menurutnya, jika sudah me-
lakukan konsultasi pihaknya
akan mengetahui secara jelas
apa yang boleh diberikan atau
tidak. Sentana menyebutkan,
meskioun sudah ada vonis
yang diberikan, keluarga akan
melakukan banding karena
keputusan tersebut belum ber-
kekuatan hukum tetap atau m

kracht.' " Ad,a informasi bahwa ke-
luarga akan melakukan ban-
dhg, karena kan keputusan-
nya belum inkrah. Kami juga
di BK belum menerima tem-
busan terkait kasus tersebut,"
ujarnya.

Sebelumnya, Yonda yang
menjadi terdakwa dalam ka-
sus pengurugan liar dan pe-,

mbtongan pohon mangrove di
Taman hutan rakyat (Tahura)

Tanjung Benoa divonis pidana
setahun penjara oleh majelis
hakim di Pengadilan Negeri
(PN) Denpasar pada fumat
(22/12). Pun, lima terdakwa
Iainnya yaitu I Made Marna,
I Ketut Sukada, I Made Metra,
I Made Dwi Wdnyana, dan I
Made Suartha dijatuhi vonis

yang sama, setahun penjara.
Vonis yang dijatuhkan majelis
hakim pimpinan I Ketut Tirta
lebih tinggi dibanding tuhtut-
an yang diajukan timlaka Pe-

nuntutUmumflPU).
Tim JPU Suhadi dkk se-

belumnya menuntut Yonda
dan lima terdakwa lainnya
dengan dakwaan alternatif
kedua yakni kegiatan vang
tidak sesuai dengan fungsi
zona pemanfaatan dan zona
lain dari Taman Hutan Raya,
sebagaimana diatur dalam
Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 33

ayat (3) UU RI No 5 tahun
1990 tentang konservasi
sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya (KSDA-E)

Jo pasal55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Yonda sendiri dituntut de-
lapan bulan penjara, denda
Rp 10 juta susidair dua bulan
kurungan. Sementara kelima
terdakwa lainnya, dituntut
lebih ringan yakni enam bu-
lan penjara, serta denda Rp
5 juta, subsidair dua bulan
kurungan.

Terhadap vonis yang dija-
tuhkan majelis hakim terse-
but, para terdakwa melalui
tim penasihat hukumnya
menyatakan pikir-pikir. Pula,
tim JPU Suhadi dkk menya-
takan kepada majelis hakim
hal yang sama. "Setelah be-
runding, saya pikir-pikir
yang mulia majelis hakim.
Saya ucapkan terimakasih,
semoga semuanya mendapat
berkah," ucap Yonda sembari
mencakupkan kedua tangan-
nya dan kembali menyata-
kan rasa terima kasih kepada

awak media dan pengunjung
sidang waktu itu. (mpa/can)

MANGUPURA, TRIBUN
BALI - Badan Kehormatan
(BK) DPRD Badung melaku-
kan pembahasan terkait sta-
tus Anggota DPRD Badung,
I Made Wijaya alias Yonda
yang terjerat kasus dugaan re-
klamasi liar dan pembabatan
hutan di Pantai Tanjung Be-
noa. Pihak BK mengaku akan
melakukan konsultasi ke Ke-

TRIBLAJ BALI/RIZAL FANAM

VONIS - Anggota DPRD Badung, I Made Wlaya alias Yonda

divonis pidana setahun penjara denda Rp 500 juta subsider dua

bulan kurungan oleh majelis hakim di PN Denpasar, Jumat(22/12).

$esuai Tata Tertib
SEKREIARF DPRD (Sekwan) Badung Nyoman Predangga me
ngatakan, hak Yonda sebagai anggota DPRD masih diberikan ka-
rena kasus tersebut belum in kracht.

"Selama ini masih bisa diberikan itu (gaji) karena kasusnya juga

belum inkrag dan belum ada pemberhentian," ujarnya.
Predangga menyebutkan, sesuai dengan Tata Tertib (Tatib)

DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2Ot7 pada ayat 7 menyatakan,
bahwa anggota dewan yang diberhentikan sementara masih bisa
menerima haknya.

Dia melanjutkan, hak yang dimaksud adalah seperti uang repre-
sentasi, uang paket, tunjangan keluarga,tunjangan beras, dan pe-

meliharaan kesehataan sesuai dengan oeratu ran undang-undang.
"Masih bisa diterima, karena tembusan surat resmi belum ada
juga. Jadi Yonda masih menerima haknya," tandasnya. (mpa)
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Yonda Masih .-/

Terima Hak Gaji
8K Bahas Status Anggota
Kasus Dugaan Reklamasi

menterian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) untuk status Yonda
yang juga Bendesa Adat Tan-
jung Benoa ini.

Menurut informasi yang
dihimpun Tribun Bali, Senrn
(8/1), saat ini status Yonda
masih tetap sebagai anggota
DPRD Badung dari Fraksi Ge-
rindra. Pasalnya, masih belum
ada kepufusan pemberhenti-
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Disebut Menikmati,
Spsila Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus Alkes RSUD Mangusada Berkembang

9€rpasar lBali Post) - 
.broalrg .lugaan Korupsr pen-

gadaan alat keschatan (alkes)
di RSUD Mangusada Badung
yang proses tendernya penuh
rekayasa. tidak berhenti pada
dua tersangka (kini terdakwa -
red) Muhammad Yani Kanifudin
dan I Ketut Sul<artayasa. Nama
satu ini juga yang muncul dalam
persidangan dan uraian tuntutan
jaksa untuk dua terdakwa dimak-
sud, sebagaimana terungkap di
Pengadilan Tipilor Denpasar.

Nama I Made Susila adalah
nama pria yang sering disebut
di Pengadilan Tipilor Denpasar.
Nama itu juga sering disebut
oleh Muhammad Yani Kanifu-
din, terdakwa yang perusahaan-
nya dipinjam untuk memenang-
kan tender. Dengan munculnya

nama Made Susila, juga 4enjadi
pengaruh dalam tuntutan jaksa.

JPU Wayan Suartli men-
gatakan, soal pengembalian kem-
gian keuangan negara tidak mut-
Iak pada Yani. "Yaui sendiri tidak
tahu bahwa perusahaln miliknya
ikut tender dan jadi pemenang,"
ujar Suardi, belum lama ini.

Memrrut Suardi, yang menil-
mati kerugian keuangan negara
adalah Made Susila. "Dia yang
menilmati sehingga dia harus
bertanggung jawab. Sudah saya
sebutdalabtuntutdrEla. Itufa.kta
persidangan," kata jaksa yang
Iama bergelut dibiihng tipikor itu.

I Made Susila dalam proyek
pengadaan alkes di RSIID Man-
gusada cukup dominan. Bahkan,
Susila dinyatakan mempunyai
peran besar sebagai pengatur

proyek pengadaan tersebut.
Terungkapnya peran Susila
berdasarkan fakta persidan-
gan untuk dua terdakwa yaitu
Muhammad Yani Khanifudin
selaku Dirut PT Mapan Medila
Indonesia (MMI) dan Kepala
Unit Layanan Pengadaan (LILP)
dan Ketua Panitia Lelang RSUD
Mangusada I Ketut Sulartayasa.

Atas dasar itu, Suardi men-
gatakal Susila sudah ditetapkan se-
bagai t€Fangkaolehpihakpenndik
Polda Bali "lSu:at Pemberitallran
Dimulainya Penyidikannya (SPDP)
sudah ada. Tapi penyidikan kasus
ini kar ditangani oleh Polda Bali,"
tandas pria yang menjabat Kasi
Pemrntutan Piclsus Kejati Bali ini

Dari fakta persidangan ter-
ungkap, kata Suardi Susila yang
menilmati keunhrngan dari pen-

eadaan alkes RSUD itu. Keuntun-
gan itu dtunakanolbh Susila rmtuk
kepentingan pribadi. ?embuktian
di persilanean bahwa Susila yarg
menikmati semua keuntungan.
Dia palai bayar utang dan dipalar
keperluan pribadi Yang jelaq, trans-
fer dila.ku.kan atau melalui proses
dia sendiri. Tiil,ak acla orang lain
selain Susila. Dia yang mengatur
semuarrla," tegas Suardi-

Seperti diberitakan sebelum-
nya, setelah melakulan pemerik-
saan cu.kup lama, kasus dugaan
korupsi pengadaan alkes fi RSIID
Mangusada Badung memasuki
sidang tuntutan, Rabu (3/1) lalu.

JPU Wayan Suardi di haclapan
majelis hakim pimpinan Wayan
Sulanila menuntut kedua terda-
kwa (dalam sitlang terpisal), yakni
terdakwa Muhammad Yani Ka-

nifudin clan I Ketut Sukartayasa
dengan pidana masing-masing
satu tahun enam bulan ( 1.5 tahun).
Yang membedakan hanya pem-
bayaran uang pengganti sebagai
alibat kerugian keuargan negara.

JPU Suardi dalaD tuntutan
untuk terdakwa Muhammad Yani
Kanifudin, selain hukuman fisik
s€lama 1.5 tahurl t€rdakwa ditun-
tut membayar denda Rp 100 juta
subsider enam bulan kurungan-
Jakea dalam surat turtutannya
juSa Eenyatalar supaya terdalwa
yang akrab dipanggil Yani itu
membayar uang pengganti sebesar
Rp 6?.885.26a, subsider sembilan
bulan penjara. Sedaq:kan untut
terdakwa I Ketut Sukartayasa
dituntut hutuman fsik selama 1,5
tahun denda Rp 100 juta, subsider
enam bulan kurungan (bnb37)
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PENATAAN - Lapangan Puputan Klunghung. Tahun ini Pemhab berencano melahu-
han penataan dengan anggdran miliaran rupiah. Hal serupa juga ahan dilahuhan
pada Pantai Goa Lawah.

raja bersama keluarga untuk
nrelihat suasana perkotaan.
"Ini wujr.rd apresiasi saya ke-
pacla tokoh puri beserta ke-
luarga. Cara menempathan
beliau banyak. Termasuk clty
toLu'_yang juga bisa he puli,"
LlngKapnya.

Disampaikan lebih lanjut,
dengan ruang publik yang
tertata, diharapkan masyara-
kat bisa rnenghabiskan waktu
berli.bur di tengah kota. Tidak
harus kelriar menuju daerah
lain. Selain itu, tingkat keba-
hagiaannya dapat meningkat
karena telah mendapatkan
tempat yang nyaman dan

Iayak. "Dengan situasi seperti
sekarang, banyak yang jalan-
jalan di lapangan. Harapan
saya dengan penataan, ma-
syarakat tidak jauh-jauh lan-
cong. Nilmati saja yang ada di
srm, ucapnya.

Sementara itu, untuk pena-
taan Pantai Goa Lawah, diang-
garkan Rp 3,5 miliar. Objek
wisata ini nantinya akan diin-
tegrasiJran dengan pertanian
garam yang juga dibangkitkan
pemkab. "Setelah jadi akan
dikelola desa," imbuhnya.

Perbekel Pesinggahan Ny-
oman Suastika sempat me-
nyatakan kondisi pantai masilr

terkesan kumuh. Adanya ren-
cana penataan oleh pemkab
dinilai sebagai langkah strate-
gis. "Sekarang kunjungan saat
hari libur cukup ramai. Tetapi
pantai masih kumuh. Kalau
ada rencana penataan, kami
sangat mendukung," r,rjarnya.

Selain itu, penataan ini juga
untuk mendukung status Desa
Pesinggahan sebagai desa wi-
sata. Ke depan, langkah serupa
juga diharapkan dapat dilaku-
kan pada Bukit Tengah yang
lokasinya berdekatan. "Kami
berharap penat,aan ini juga
bisa di-lakukan," pungkasnya.
(kmb45)
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Penataan Lapangan Puputan dan Pantai Goa Lawah

Dianggarkan Rp 9,8 Milrar
Semarapura (Bali Post) -

Penataan ruang publik
kembali digulirkan Pernkab
Klungktrng tahun ini. Ses-
uar perencanaan, aKan me-
nyasar Lapangan Pupr.rtan
Klungkirng dan Pantai Goa
Lawah, Desa Pesinggahan
Kecamatan Dawan. Anggaran
yang disiapkan rnencapai Rp
9,8 rniliar.

tsuparr i(iungkr-trrg .i i\y-
oman Suwirta, Rabu (10i l)
kemarin menjelaslian, pe-
nataan Lapangan Puputan
yang selarna ini dijadil<an
masyarakat sebagai tempat
berolahraga maupun aktivitas
lainnya rnenjadi skala pli-
oritas. Bahkan, perencanaan-
nya sudah lampung tersusun.
Anggaran yang clisiapkan ttrk
tanggung-tanggung.

Untuk penataan taman
marlpun pengadaan pendu-
kung iain, seperti trehhing dan
tempat duduk mencapai Rp
2,3 miliar. Di lokasi ini jr.rga
direncanakan ada pembangu-
nan patung Ida Dewa Agung
Jambe yang dianggarkan Rp 4
miliar. ''Taman bermain juga
ada untuk anak-anak, dewasa
dan lansia. Wifi ditarnbah.
Seluruhnya akan ditata. To-
tal anggaran Rp 6,3 rniliar,"
tegasnya.

Bupati asal. Nusa Cenin-
gan ini menyatakan lepangari
tersebr,rt juga sekaligus men-
jadi Bencingah Pr.rri Agr-rng
Klungkr.rng sebagai tempat

I
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Selamatkan Aset Eks BKKBN

Pemkab Pastikan
Gu€atan Hukum

Ajukan
Sir-rgaraja (Bali post) -Masih ingat de'lgan temuan Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap asettanah eks Badan Koordinasi K"-l"u;;u n^u1"rr?"r."fr"uiorrf GKKBN) di DesaPemaron, vang disertint"it." li"ili"i"gur seterah merengkapi dokumen terkaitaset itu, Pemkab B r lereng atr" rn"reiiuFan gugatan hukfim ke pengadilan Neo_e ri (PN) s in garaj a. _yry"i ili{i-"r,ii r, t'"'" 

"T"iiT.i1ia " 
r i n gi n ke h i rr rr nu?

;:?'t;fflX$:,*t*f;|f*.ini Pemkib masih -"Li"iiiii",, rur,,,,.,,,tuk rasiiitas

Informasi vans dikum- sertifikat Hak pakar_(sHp) Setda Buleleng Bagus Gedepulkan di lapane:an Rabu i;ililil'b"gr"" iriit"r" ill'u'rnu yang dihubungi(10/t) kemarin' menvebuttan s"tar"friT"in.rg. s"u"ir- i-uiurrrr, membenarkanberkasdandokumenkep.emi 
-"trg":.r-rur grrgutr.r ke pN piirrtrryu telah menerimalikan aset tanah vane dih;- qi.i'?;;;, i;uid. ii,, ;;iil f,;;i". dan bukti kepe_pahkanPemprovBalikepad-a aito'".uilr.it 

'kupua^ ti* ;;irk." aset eks sxx-BNPemkab relah rerkumpul. ;a;i;fi;r.r* F"-r."il. i""r'"u"t. Dia mengatakan.Berkas ini dikumoutlu" nr".ri-u"rril pasti. kapan ;;;;" hukum dengan me_Badan Keuansan b.r^l:l i}r"";;.;ava hukum ini lavangkan gugatan sudah(BKD) Buleleng' sekitar sat-u pasti diiemputr.untuk -,."ry- pasti akan ditempuh olehmrngguyanglaru. BKD terah it"-"t[""--"-set yang diam- i"-tur. Namun. pihaknvamenverahkan berkas dan aiam tlian Jrk"";;G"";' fiil mengkaji berkas itubukti kepemilikan berupa r"p^i" ilugian ,,.,t'r.- i"""*u.rrt mempelajari ter_

kait celah hukum untuk
memperkuat berkas gu-
gatan. Terkait bukti kepe-
milikan berupa SHP atas
tanah eks BKKBN, Bagus
Bratha mengatakan, bukti
tersebut memang sudah
cukup kuat sebagai hak
kepemilikan atas aset ta-
nah tersebut. Namun, perlu
didalami karena aset yang
dikuasai warga itu telah
memiliki bukti Sertifikat
Hak Milik (SHM). "Sudah
kami terima dan sekarang
kami masih mengkaji ber-
sama tim advokasi untuk
mencari celah hukumnya
agar gugatannya kuat.
Yang pasti pemkab akan
menggugat karena pemer-
intah tidak ingin aset hi-

lang begitu saja," katanya.
Seperti diberitakan sebel-

umnya, tanah milik BKKBN
yang sudah diserahkan kepa-
da Pemkab Buleleng dikuasai
perorangan. Sesuai SHP No.
4 Tahun 1987 Desa Pemaron
Pemkab menerima aset tanah
seluas 3,6 are. Belakangan,
diketahui satu are dikuasai
warga dan telah bersertifikat
hak milik. Celakanya, tanah
yang sudah tercatat sebagai
SHM itu sekarang disita oleh
bank karena diduga sebel-
umnya dijadikan jaminan
kredit. Meski telah berkurang
dari luas keseluruhannya,
Pemkab memfungsikan aset
itu sebagai gedung kantor
sekretariat penyuluh KB-PP
sampai sekarang. (kmb38)
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Temuan BPK di RSUD dan Dinkes.

Polisi Tak Temukan /

Unsur Tindak Pidana
Silcaraia (Bali Post) -

Unit nesUln polres Buleleng f,rda.k menemu.kan adanya un'
sur tindak pidaru pada belasan poin temuan Badan Pemeriksa
Keuansan GPK) RI Perwakilan Bali pada penyeleuggaraan
keuattsro di R.SUD d"t Dirue lG€€hatan (Dinke€) Buleleng. Polisi
mel,akukan klarifikasi dan bab.kan menaregil beberapa direksi
RSUD cl,an pejabat di Dinkes. Namrn penyelidikan itu tidak me
nemukan adanla r.uuur pidaru pada temuan tere€but. BPK-RI
Perwakilar BaIi menerbitkanLaporar llasil Pemeriksaan 0,I{P)
dengan tujuan tertentu, 24 November 2O1? Ialu. Poligi kemudiaa
mendalani 13 poin temuaa itu Dari eeluruh poin temuan BP&
polisi tidak menemulan unsur pelanggann pidana.

Kasat R€skrin AKP Mkael Hutabarat, seizin IGpolres Bule
IengAKBP Suratnq S.IK alhirpekan lalu mengatalar! pibaknya
sudah mendalami selunrh poin temua! LtlP tereebut. Termasuk
dugaanket€rlibatanolxrumtenagakonbakdiR^9UDdalamproees
pengadaan pekerjaan di rumal sakit plat meral tersebut. Penye
lidikan secara khwus pacla dugaan ket€rlibat$ tenaga kontrak
itrl karena penrsahaan yang dikelolanya memenangkan belanja
cetak nekam medis tehun anggaran 2016 pada &StlD Bulelene.
'Trga belas poin temuan itu sudah bta klarifi-kasi ternasuk ketd-
libatanoknum tenaga kontrak Semua dokumen sudah karnicek
untuk dipelajari tapi tlesiln--y_a Lzmi belun menemukan adanya
unaur pelan€garan pidana," kat{nva.

Di eisilainAKP Hutabarat menjatakan seyauh ini polisi belum
perrurn ruelaxtrkan peDanggilan galsi Namun polisi semDat
p9nguJ-rda$ beberapa pejabat terkait di &SUD Bulelens Aan
umas [eselatan Buleleng untul meminta penjelasan Uoava
mr $rahya hanya lengklarifikasi dan bu&an pemeriksaan. .i{L
nanj,? meng.klanhtasr ctan buLarl pmerikman kareru bejum adalapora! porlst, Jetasnya. Seperti cliberitalan sebelumnva. BpKper'abhnn4mebruiIrIpNo. 2 Hpr(Dtnpsrrdi} ;;gal24 Norember 2017 menemukan n p"- a"t"- p"f"l*ffi
keuangan di-RSUD dan Dinkee Buleleng. Te-*"'i;;;i;
paj? kelenalnnsrstem pengerdalianinteinal serta-b"L;;'h;
ndfl( pallt yar|g perlu mendapat perhatian pemerintah-

,uan lJ porn temua! ihr. dua poh yana saling berhubtrnsa!"
yagtr dugaaa oknum pegawai konhak &SUD yangterlibat da]ampTqp p.enl'llsun?l Ha$a Perkiraan Sendiri'(HpS _ red) betaria
getax rctam medls pada tahun angaran 2016 dar 201?. Da;,rh, perusatnan percetakan ,ang konon disuryei oleh oknum
pegawar_tersebut, haa nya dua penuahaan diraguka! keabsah_

memenangkan pekerjaaa itu diketahui
su[r. oknum tenaga konbak itu sendiri Setelah memenangkanprcyek pekerraannF justru dialihLen atau disubkontra-kan
f,epaca Ieratlan taD.

- Te_muan IIIP BPK ini telal dir,ekomeodasikar oleh DpRD
Leecla Bupati Buleleng. yaitu lB poin rekonenaasi sesuai ie;
l!n,11 dr dua lembaga tersebut. Isi rckomendasi pada setiap Doin
:lu,t€rke81n T5lg9ngan penjelasan yang disanpaikan BPX_RJ.
rre8ometutasr cunlar kuanc taiatn.

Khusus untu-k temuan di RSLID. dewan nendeeak asar Bu-pah melatrukan perBaneu direkgi R.SUD karena aiar|esaD tidal
mampu.melqkqanelran penyelenggaraa_n keeelut"" a"iE"i, U",l
f{aq t9S-a nengs"lkan pemerintah tidq} melibatkai tenaea
rronrraf,. daram mejaf,aana-kan pmyek di tahun-tahun berikutn;.
Jeu.rn rtu, t€karun pemenang tender tida-k melakulan praktik
p9ngjuPgn (mengalihlan) pkerjaan-nya kepada koniraltor
|arrl nat rru untuk menghindari terjadinya temuan seperti vaDs
terjadi di RSTID dan Dinkes Buleleng. Qinb3S)
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Denpasar (Bali Post) -
Kepala Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Denpasar periode 2007-2011 Tri
Nugraha, Rabu (1711) kemarin bersaksi
dalam kasus korupsi tahura. Ia menjadi
saksi untuk terdakwa I Wayan Suwirta,
pemililr lahan dan I Wayan Sudarta alias
Agus yang mengurus pensertifikatan.

Di hadapan majelis hakim tipikor
pimpinan I Wayan Sukanila, Tri Nu-
graha dicerca berbagai pertanyaan
soal mekanisme pensertifikatan tanah.
Di muka persidangan atas dakwaan
pensertifikatan dan penjualan lahan
Tahura seluas 835 m3 itu, ia mengaku
sempat mengembalikan berkas karena
ada keberatan dari kehutanan. Namun,

Edisi
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pihak BPN meminta pemohon sertifikat
melengkapi bukti autentik seperti surat
penguatan pernyataan fisik dan blangko
ditandatangani kepala desa.

Apakah BPN punya bach-up data
tentang tanah? Saksi mengatakan ti-
dak ada. Yang ada di BPN didaftarkan
secara sporadik atau sudah didaftarkan
dan bersertifikat. Lantas, bagaimana
proses pensertifikatan tahura bisa ber-
lanjut? Tri Nugraha menyatakan secara
prosedural saja. "Karena sudah diparaf
oleh kasi, ya... saya tanda tangan," jelas
mantan Kepala BPN Denpasar ini.

Atas terbitnya sertifikat yang diklaim
sebagai Iahan tahura seluas 835 m3 itu,
Tri Nugraha menyampaikan sampai

sekarang tidak ada pencabutan sertifi-
kat. Itu artinya sertifikat masih berlaku
dan sebagaibukti kepemilikan yang sah.

Dikonfirmasi usai sidang, Tri Nu-
graha ngotot dan yakin bahwa tanah
itu milik terdakwa Suwirta. "Karena
diketahui desa. Yang paling mengetahui
kondisi lapangan kan pihak desa. Tanah
itu tidak berbatasan dengan hutan,"
tegasnya.

Soal keberatan pihak tahura, Tri Nu-
graha mengatakan bahwa hal itu diuji
dalam TUN. Di TUN yang teruji, itu mi'
lik Suwirta. Karenanya, sertifikat yang
diklaim tanah tahura yang dikantongi
Suwirta sampai saat ini sah dan berlaku
milik Suwirta. (kmb37)
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Pemprov BaliAnggarkan Rp 10 Miliar

Persiapkan 500 Tenaga Kerja
ke Luar Negeri

Denpasar (Bali Post) -
_ Pemprov Bali tahun ini akan mempersrap-
kan 500 tenaga keda untuk bekerjt di lu;!
negeri. Baik di kapal pesiar. perhotelan. mau-
pun spa. Tidak tanggung-tanggung. biaya
yang dianggarkan mencapai Rp 10 miliar.
Anggaran ini pun eebetulnya hanya seten-
gah dari rancangan awal Rp 20 miliar untuk
mempersiapkan hingga seribu tenaga kerja.

"Banyak masyarakat yang ingin bekerja
ke luar negeri tapi tidak memiliki biaya,"
ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM
Provinsi Bali Luh Made Wiratmi dalam rapat
kerja bereama Koniei IV DPRD Bali di Ge-
dung Dewan, Rabu (1?/1) kemarin.

Selain itu, lanjut Wiratmi, rupanya masih
banyal lulusan SMK terutama SMK perho-
telan di Bali yang belum diterima bekeda.
Hal tergebut sesuai hasil peninjauan lang-
sung ke sekqlah.sekolah. b6rsdmi Gubernrir
dan Kepa[ Dinas Pendidi-[hh. Secara keb-
etulan, angka pengangguran di Bali saat
ini menang lebih banyak disumbang oleh
lulusan SMK sebesar 1,48 persen.

Menurutnya, program ini diprioritaskan
untut masyarakat miskin agar bisa bekerja
ke luar negeri. Pihaknya eegera melakulan
konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/
kota untuk merekrut calon tenaga kerja yang
benar-benar miskin dari sembilan daerah
secara adil dan merata. Selain itu, koordinasi
juga dilakukan dengan BPSTKI, Pelaksana
Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), eerta
OPD terkait di Pemprov Bali. Setiap tenaga
kerja khusus ke kapal pesiar dianggarkan
kurang lebih Rp 20 juta untuk biaya pela.
tihan atau training penyeragaman eebelum
dikirim ke luar uegei, medical chech-up di Ja-
karta atau Surabaya, biaya visa, paspor, 6osic

s_gicty trcining, buku pelaut, hingga BPJS
Ketenaga-kerjaan. Dalam hal ini, keseturuhan
anggaran Rp 10 Diliar tidak termaeuk den-
gan biaya tiket Leberanskatan karena akan
ditanggung oleh user tenaga kerja.

"Sekarang tinggal membuat ju-klak-juknis.
Maret-April kami harapkan eelesai. Jadi,
nanti perlu ada seleksi yang ketat. Selain
memiliki kartu kuning. juga harus ada reko-
mendasi benar-benar miskin dari kabupaten/
kota. BaIi baru pertama kali melaksanakan
program ini di Indonesia. Kalau berhasil.
kita akan diberikan kuota lebilr banyak lagi.'i
uJarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPBD
Bali I Nyoman Parta menilai terobosan
Pemprov Bali ini bagus sehingga dewan
meudukung penuh. Dinae Tenaga Kerja dan
ESDM diminta untut bekeria secara serius
agar program yang dibiayai APBD ini bisa
terealisasi dengan baik. Terutama dalam
mengatasi segala kendala tekais yang mung-
kin muncul. Mulai dari mekanisne tender,
persyaratan, hingga hubungan dengan pilak
imigrasi dan user. Pasalnya, ada user yang
memang menyediakan biaya ti-ket dan ako-
modaei. Namun, ada pula yang tidak.

Diwawancara terpisah. Kepala Badan
Pengelola Keuangan han Aset Daerah 1BP-
KAD) Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda
mengatakan, tender belanjajaea tenaga kerja
pihak ketiga disiapkan untuk tiga jenie kom-
petensi. Yakni, belanjajaea penenpatan TKI
Perhotelan untul 100 paket maeing-masing
Rp 17,65 juta, belanja jaea penempatan TKI
Kapal Pesiar untut 250 paket masing-masing
Rp 20 juta, serta belanja ja8a penempatan
TKI Spa untuk 150 paket maeing-maeing Rp
17,65 juta. (kmb32)
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